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PEMERINTAH KOTA BIMA
~ | KANTOR CAMAT MPUNDA

Jalan Soedirman Kelurahan Lewirato Kota Bima

KEPUTUSAN CAMAT MPUNDA
NOMOR : 06 Tahun 2026

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MPUNDA

MENIMBANG :

MENGINGAT :

a,

KOTA BIMA
CAMAT MPUNDA,

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan alasan penyelenggaraan yang baik dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar
Pelayanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Camat Mpunda tentang Standar Pelayanan pada Kantor
Kecamatan Mpunda.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;

Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;



9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN MPUNDA,

: Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Mpunda
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Mpunda meliputi :
1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

Pelayanan Silsilah Keluarga

Pelayanan Surat Keterangan ljin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

Pelayanan ljin Pemakaian Tempat

Pelayanan Pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT)

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

Lo M - T T

10, Pelayanan Keterangan Domisili
11. Pelayanan Keterangan Pindah
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

NIP. 19690406 1995030 2 006




STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN MPUNDA

1. PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH

“A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
(Service Delivery)

' No Komponen Uraian
1

Persyaratan Pelayanan Surat pengantar dari Kelurahan

Pas Foto 3x4

Foto Kopy KTP

Foto Kopy KK

Foto kapy ljazah

Foto Copy surat akte cerai hidup /
ceral mati

A S

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon / Pelanggan mengutarakan
maksud dan tujuan jenis pelayanan ¥g
di butuhkan kepadapetugas informasi

2. Pemohon menyerahkan berkas yang
hendak ditandatangani

3. Petugas pelayanan memeriksa
kelengkapan dan keabsahan setiap
pergyaratan yang di butuhkan

4. Berkas persyaratan baru dapat di terima
apabila sudah lengkap dan memenuha
persyaratan berdasarkan ketentuan.

5. Berkas persyaratan yang belum

| lenglap,oleh petugas di kembalikan

| kepada pemohon sambil menjelaskan

| kekurangannya;

| 0. Berkas persyaratan yang tidak lengkap

| oleh petugas langsung di proses untuk

diketik dan di tandatangani
7. Setelah surarf selesai, petugas pelayanan
menyerahkan surat dispensasi Nikah

I

kepada pemohon.
i 3. | Jangka waktu pelayanan 30 Menit
4. | Biaya/ tarif Gratis/tanpa di pungut biaya
L? Produl Pelayanan I Pelayanan Surat Dispensasi Nikah
6. | Penanganan pengaduan saran dan | 1. Media Pengaduan Langsung yaitu
masukan petugas

2. Media pengaduan tidak langsung yaitu
pengaduan melalui facebook maupun
website kecamatan




PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPL (SKTM)

hemponen Standar Pelayanan yang terkat dengan Proses Penyampaian Pelayanan
(Serviee Delivery)

Komponen [ Uraian

. Burat Keterangan Tidak Mampu dan ]
Kepala Desa/Lurah

2. Fotocopy KK

| 3. Folocopy KTP Pemohon

Persvaratan Pelayanan |

2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan 4|
membawa persyaratan; I

2. Petugas pelayanan menerima dan |

, memeriksa berkas pemohon;

3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan cleh petugas
untuk dilengkapt {untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
dilengkapi

4, Surat Keterangan Tidak Mampu yang
sudah dilegalisasi di sampaikan kepada

pemohon.
3. | Jangka waktu pelayanan 30 Menit
4. | Biaya/tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. | Produk Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan tidak mampu |
6. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yaity :
masukan petugas

. 2. Media pengaduan ndak langsung vaim
pengaduan melalu facebook maupun
wehsite Kecamatan

'B. Komponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(manufactunng) meliput:

11, T Dasar Huilto 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 |
' tentang Admimistrasi kependudukan

| 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

’ tentang Penanganan Fakir Miskin

3. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Kesejahteraan Nasional.

4. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor

. 54 Tuhun 2009 tentang Tata Naskah di
Lingkungan Pemenntah Daerah

5 Peraturan Walkota Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bima -

2. | Sarana dan Ejras.unum dan [ fasilitas Komputer, Printer, alat tuls kantor, kursi

tungu dan buku agenda

3. | Kompetensi Pelaksana |. Berpenampilan menarik (senyum, sapa,
= sopian dan santun

S




B. Kemponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses p-engelﬁlaan pé]ﬁ}ra.n-é.l.'l j
(manufacturing) meliputi ;

1. | Dasar Hukum | 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan
| 2, Peraturan Menteri Agama Nomor 477
' tahun 2004 tentang pencatatan nikah

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Peraturan Walikola Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bima .

P

__ﬁbmpu&r, Printer, alat tulis kantor, kursi

2. | Sarana dan prasarana danfasilitas
' tunggu dan buku agenda

3. | Kompetensi Pelaksana 1. Berpenampilan menarik (senyum, sapa,

sopan dan santun

Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

. Menguasai dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

b

ey

i? i:'engawasan Internal 1. Kasi Pelayanan mengoreksi dan meneliti

. berkas administrasi serta
membubuhkan paraf

2. Camat Mpunda membenkan
persetujuan setelah dokumen dianggap
benar

' 5, | Jumlah Pelaksana 3 orang

' 6. | Jaminan Pelayanan

—

. Maklumat Pelayanan

| 2. S0P Pelayanan Kecamatan Mpunda
'7. | Jaminan Keamanan dan keselamatan | 1, Petugas Pelayanan Informasi

atau pelayanan 2, Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
. 3. Sarana parkir
_?3 Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi dalam rapat

|
|
| 2. Survei Kepuasan Masyarakat
I




 PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARI

A _I'E_m‘npm;tﬂ Standar Pf;la.}ra;an YAng lerkait_d:ngan Proses Penyampaian Pelayanan
(Service Delivery)

No| Komponen n | Uraian

X

Persyaratan Pelayanan 1, Surat keterangan dari kelurahan

2. Foto kopy KTP Anak, Suami dan istri
(yeng meninggal)

3. Foto Copy KK (Anak vang sudah

berkeluarga)

Surat Akte kelahiran

5.Foto Copy Surat Nikah

th R

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan
membawa persyaratan;

2., Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon;

3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan oleh petugas
untuk dilengkapt (untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
dilengkapt

4, Surat Keterangan Ahli Wans yang sudah

dilegalisasi di sampaikan kepada

pemohon.

3. | Jangka waktu pelayanan 30 Menit .

4. | Biaya/tarif Gratis/tidak dipungut biaya
| 5. | Produk Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan tidak mampu
| 6. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yaitu
masukan petugas
2. Mcdia pengaduan tidak langsung yaitu

pengaduan melalu facebook maupun
website kecamatan

B. Enmpum;n standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(manufacturing] meliputi

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di
Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Walikota Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota

| Bima ] . o
2. | Sarana dan prasarana dan /fasilitas Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi
tunggu dan buku agenda
T Kompetensi Pelaksana 1. Bepenampilan menarik (senyum, sapa,
ol sopan dan santun




_Fengawasan'fntemaj

EX Ctrm_ﬂti_dun telit:

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4, Menguasal dan memahami kebijakan
tentang pelavanan publik dan tata
laksana

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas

administrasi serta membubuhkan paraf |

2. Camat Mpunda membenikan
persetujuan setalah dokumen dianggap
benar

Jumlah Pelaksana

3 orang

| Jaminan Pelayanan

]

. Maklumat Pelayanan
2. S0P pelayanan Kecamatan Mpunda

Jaminan Keamanan dan keselamatan
atau pelayanan

1. Petugas Pelayanan Informasi
. Puang Pelayanan yang bersih dan rapi
. Barana parkir

L3 B2

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Lad

. Evaluasi dalam rapat
4. Survei Kepuasan Masyaralkat




4, PELAYANAN SILSILAH KELUARGA

(Service Delivery)

| A homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pt::;'l,'ampaiaﬂ Pelayanan \
|

No | Komponen Uraian

|. | Persyaratan Pelayanan . Burat pengantar dari Kelurahan

. Foto Copy KK

. Foto Copy KTP (Pensiun |

. Foto Copy kartu pegawai

. Foto Copy SK PNS terakhir

[ I . B N

' 2. | Sistem Mekanisme dan Prasedur 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan

membawa persyaratan;

2. Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon;

| 3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi, .
jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan oleh petugas
untuk dilengkapi {untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang lturang bisa menyusul
dilengkapi.

4. Surat Keterangan Susunan Keluarga
yang sudah dilegalisasi di sampaikan
kepada pemohon.

| 3. | Jangka waktu pelayanan 30 Menit

| 4. | Biaya/tanf - Gratis/tidak dipungut biaya

5. | Produk Pelayanan Pelayanan Susunan keluarga

f. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yaitu |

masukan petugas

2. Media pengaduan tidak langsung vaitu
pengaduan melalui facebook maupun
website kecamatan

_E_- Komponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
{manufacturing] mehputi .

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 |
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 (entang
Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Pemerintah Nomer 40 Tahun |
2019  tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi kependudukan
Sebagaimana  Telah Diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Waliketa Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas

. | di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

_——




‘Sarana dan prasarana dan/fasilitas

Emp-etrm s1 Pelaksana

w

Komputer, Printer, alat tulis kanter, lursi |
tunggu dan buku agenda

1. Berpenampilan me'n.arik'i:;ﬁ}rum, sapa,
sopan dan santun

2. Cermat dan teliti

Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4, Menguasai dan memahami kebijakan

tentang pelayanan publik dan tata
laksana

‘Pengawasan Internal

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas

administrasi serta membubuhkan paraf

2, Camat Mpunda memberikan

persetujuan setalah dokumen dianggap
benar

~Jumlah Pelaksana

=

J orang
Jaminan Pelayanan 1. Maklumat Pelayanan
2. SOP pelayanan Kecamatan Mpunda
| Jaminan Keamanan dan keselamatan | 1. Petugas Pelayanan Informasi _
atau pelayanan 2. Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
3. Sarana parkir

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dalam rapat
. Survei Kepuasan Masyarakat

b




5. PELAYANAN SURAT LJIN TEMPAT USAHA ( SITU )

"A. Komponen Standar Pela
(Service Delivery)

yanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No Komponen

Uraian

| 1. | Persyaratan Pelayanan

1. Surat pengantar dari Kelurahan

2. Foto Copy KTP pemilik

3. Foto Copy KK

4. Surat Keterangan Tempat Usaha

3. Dokumen teknis, seperti gambar
arsitelctur,

| b. Surat pernyataan bermaterai

i 2. | Sistem Mékanisme dan Prosedur

[

. Pemohon datang ke Kecamatan dengan

membawa persyaratan;

2. Petugas menerima dan memeriksa |
berkas pemohon;

3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan oleh petugas
untuk dilengkapi (untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
dilengkapi.

4. Surat ljin Tempat Usaha yang sudah

dilegalisasi di sampaikan kepada

pemohon.

3. | Jangka waktu pelayanan

| 4, 1'_B_iajraf tarif

30 Menit

' Gratis [tidak dipun gut' biaya

2. | Produk Pelayanan

Pelayanan SBurat Keterangan Tempat Usaha
[BITU)

6. | Penanganan pengaduan saran dan
masukan

1. Media Pengaduan Langsung vaitu
petugas

2. Media pengaduan tidak langsung yaitu
pengaduan melalui facebook maupun
website kecamatan

B. Kompunen siandar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

. |manufacturing) meliputi :

| 1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemenntah Nomor 28
Tahun 2025 tentang Penyelenpgaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Walikota Bima MNomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata MNaskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bima

2. | Sarana dan prasarana dan/fasilitas

Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi
tungeu dan buku agenda

3. | Kompetensi Pelaksana

1. Bepenampilan menarik (scnyum, sapa,
sopan dan santun




4. | Pengawasan Internal

2. Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4. Menguasai dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas

administrasi serta membubuhkan paraf
2. Camat Mpunda membernkan
persetujuan setalah dekumen dianggap
benar

5, | Jumlah Pelaksana

3 orang

|_E|. Jaminan Pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. B0P pelayanan Kecamatan Mpunda

7. | Jaminan Keamanan dan keselamatan
| atau pelayanan

1. Petugas Pelayanan Informasi
2. Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
3. Sarana parkir

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dalam rapat
2. Burvei Kepuasan Masyarakat




PEU.TAHAN SURAT LJIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )

N ~Komponen Standar Pelayanan yang lerkait dengan Proses Penyampaian Pclayanan

(gervice Delivery]
i'[;;',:,' P - Komponen | e — —
[T [ Pereramitih Pelgani 1. Surat pengantar
2. Foto Copy KTP
| 3. Foto Copy KK
4. Permohonan bermateral .
5. Surat Keterangan domisili Usaha, Bulkti

kepemilikan/Sewa Tanah /Bangunan
6. Foto Copy persetujuan Tetangga dan
| Rekomendasi perangkat RT / RW dan
Kelurahan.

7. | Sistem Mekanisme dan Prosedur 1, Pemohon datang ke Kecamatan dengan
membawa persyaratan;

2. Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon;

3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
jika berkas tidak memenuhi persyaratarn
maka berkas dikembalikan ol=h petugas
untuk dilengkapi [untuk urusan yang
sifatriva urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
dilengkapi.

‘ 4. Surat ljin Mendirikan Bangunan yang

sudah dilegalisasi di sampaikan kepada

pemohon.
3. | Jangka waktu pelayanan 30 Menit
4. | Biaya/tanif QGratis/ tidak dipungut biaya
5. | Produk Pelayanan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB|

6. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yaitu

' masulkan petugas dan kotak saran/pengaduan

2. Media pengaduan tidak langsung yaitu
pengaduan melalui facebook maupun
website kecamatan

B Komponen standar pelayanan Yang terkalt dengan proses pengelolaan pelayanan

__Imanufacturing) meliputi : J—-—
1. | Dasar Hukum

L

1. Undang-Undang No 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan gedung
| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun |
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusahe Berbasis Risiko
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas
_di Lingkungan Pemerintah Kota Bima |
“Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi

tunggu dan buku agenda

ﬁEll‘sum dan praﬁarana 3 dan/ fEIEI.IltEB

e g - s e

r— —




———

: éT‘T'ﬁErEp_ctmai Pelaksana = —

1. Be_penﬁp{]an menarik ['Ben}"um. sapa,
sopan dan santun

2. Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4. Menguasai dan memaharmi kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

Pengawasan Internal

il

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas
administrasi serta membubuhkan paraf |
2. Camat Mpunda memberikan
persetujuan setalah dokumen dianggap
benar

—t

5. | Jumlah Pelaksana

3 orang

. | Jaminan Pelayanan
|

7 | Jaminan Keamanan dan keselamatan
atau pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. SOP pelayanan Kecamatan Mpunda

1. Petugas Pelayanan Informasi
2. Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
3. Sarana parkir

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dalam rapat
2. Survei Kepuasan Masyarakat




pELAYANAN LJIN PEMAKAIAN TEMPAT

mpﬂ-ﬂ
A Tsue rvice Delivery]

- Komponen

| persyaratan Pelayanan

- "&istem Mekanisme dan Prosedur

n Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

]

Uraian

1. Foto copy KTP p-enanggﬁhg ]awah
2. Surat permohonan penanggung jawab

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan
membawa persyaratan,

2. Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon;

3. Apabila tempat/aula kosong bisa di
setujui oleh pihak camat.

" Jangka waktu pelayanan

30 Menit

3.
4. |Ea!-fa.ftﬂﬂf

Gratis/tidak d.ipu.n,gut biaya

—Produk Pelayanan

enl

Pelayanan ijin pemakaian tempac

Pﬂna.ngana.ﬂ pengaduan saran dan
masukan

1. Media Pengaduan Langsung yaitu
petugas

2. Media pengaduan tidak langsung yaitu
pengaduan melalui facebook maupun
website kecamatan dan kotak

saran/pengaduan

"B Komponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

imanufacturing) meliputi :

_'1- | Dasar Hulcum

Undang - Undang No 26 Tahun 2007
Tentang Penataan ruang

| 2. | Sarana dan prasarana dan /fasilitas

Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi
tunggu dan buku agenda

EN ._Ii.fhmpetenﬂi Pelaksana

4. | Pengawasan Internal

'3 | Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

1. Berpenampilan menarik (senyum, sapa,
sopan dan santun

2. Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan bailk

4. Menguasal dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas

administrasi serta membubuhkan paraf

2, Camat Mpunda memberikan
persetujuan setelah untuk pemakaian
tempat

3 orang

1. Maklumat Pelayanan
2. S0P pelayanan Kecamatan Mpunda




[ Jaminan Keamanan dan keselamatan |

atau pelayanan

———r——t

1. tugas Pﬁla:,raﬁa? [nﬁrm_asr
2. Ruang Pelayanan yang hersih dan rapi
3. Sarana parkir

; 'E}EI_HE:,T }{inerj-a Pelaksana

1. Evaluasi dalam rapat
2. Survei Kepuasan Masyarakat




| Sarana dan prasarana dan /fasilitas

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah:
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1756/ 15.1/IV/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Masyarakat.

| Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi

tunggu dan buku agenda

Kompetensi Pelaksana 1

2.
3

. Bepenampilan menarik (senyurn, sapa, |

sopan dan santun

Cerimat dan teliti

. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

- Menguasal dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

Pengawasan Internal

n

| Jumlah Pelaksana

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas
administrasi serta membubuhkan parafl

» Camat Mpunda membernikan
persetujuan setalah dokumen dianggap
benar

Jaminan FE]_E_}FE._HEIL

L

Ko

orang

Maklumat Pelayanan -
SOP pelayanan Kecamatan Mpunda

Jaminan H::m:ﬁaﬂan d.a.n I-:ea:larné.t:m
altau pelayanan

) b o

. Petugas Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
. Sarana parkir

|E‘-.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

. Evaluasi dalam rapat
. SBurvei Kepuasan Masyarakat

bl =




[ﬁcm'te Dehivery)

No kumpnncn

1Tﬁr5:.raramn Pelayanan

_ PELAVANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

- _

ﬁ__ﬁ'lpﬂnen Standar PEEE.}?J'LE? ""E‘am‘kﬂj: dengan — -Pﬁﬂaﬁiﬂn—p;:ﬁyﬂnan

Uraian

1. Surat pengantar dari Kelurahan

2. Surat Keterangan dari dokter atau
rumah sakit jika meninggal di rumah
salat

3. Foto Copy KK yang memuat data

almarhum /almarhumah |

—

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan
membawa persyaratan;

2. Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon; |

3. Jika berkas pemohon memenuht
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
Jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan olch petugas ‘
untuk dilengkap! (untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
dilengkapi.

| 4. Burat Keterangan Kematian yang sudah

chlegalisasi di sampaikan kepada

pemohon.

[ -Jangka waktu pelayanan

30 Menit

4, | Biaya/tanif

Gratis/tidak dipungut biaya

2. | Produk Pelayanan

Pelayanan surat keterangan kematian

6. |Penanganan pengaduan saran dan
masukan

__ |manufacturing| meliputi :
1. | Dasar Hukum

'B. Komponen standar pelayanan Yang t&rkmtﬁtngan proses pengelolaan pelayanan

I, Media Pengaduan Langsung  yaitu |
petugas dan kotak saran /pengaduan

2. Media pengaduan tidak langsung yaitu
pengaduan melalui facebook maupun
websile kecamatan

L. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudiukan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adrministrasi Hependudukan
Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara




"_T_I_Knmpﬂcnsi Pelaksana

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil

4. Peraturan Walikota Bima Nomor 13
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas |

di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

Sarana dan prasarana dan/ fasilitas

Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi
tunggu dan buku agenda

1. Berpenampilan menarik (senyum, sapa,
s0pan dan santun

2. Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4. Menguasai dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

Pengawasan Internal

|

1. Kasi mengoreksi dan meneliti berkas
administrasi serta membubuhkan paraf
2, Camat Mpunda memberikan
persetujuan setalah dolumen dianggap |
benar |

Jumlah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

| 2. SOP pelayanan Kecamatan Mpunda

1. Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan
atau pelayanan

1. Petugas Pelayanan Informasi
2, Ruang Pelayanan yang bersih dan ram
3. Sarana parkir

Evaluasi Kincrja Pelaksana

1. Evaluasi dalam rapat
2. Survei Kepuasan Masyarakat




10. PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI

(A, ﬁﬁ}n_puncn siiﬂdﬂf Pelayanan yang terkait dcngan Proses Penyampaian FEJ-&};a-_nan )
(Service Delivery)

No | Komponen G |

—

—

1. | Persyaratan Pelayanan . Surat pengantar dari Kelurahan
2. Foto copy KTP

3. Foto Copy KK

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan |
membawa persyaratan;

2. Petugas menenma dan memeriksa
berkas pemohon;

3. Jika berkas pemohon memenuhi
persyaratan, maka diproses Legalisasi,
jika berkas tidak memenuhi persyaratan
maka berkas dikembalikan oleh perugas
untuk dilengkapi funtuk urusan yang

sifatnya urgent bisa segera diproses dan
berkas yang kurang bisa menyusul
| dilengkapi.

4. Surat Keterangan Demisili yang sudah
dilegalisasi di sampaikan kepada
pemohon.

3. | Jangka waktu pclayanan 30 Menit
4. | Biaya/tarif Gratis/tidak dipungut biaya |
5. | Produk Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan Domisil
5. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yairu
masukan petugas dan kotak saran / pengaduan

| 2. Media pengaduan tidak 19—"1551-!:!5 yaitu
. pengaduan melalui facebook maupun

| website kecamatan

|_E. Komponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

 (manufacturing) meliputi
I 1. | Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 |
tentang Perubahan atas Undang-undang |
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

I 2. Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun

2019 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administras Kependudukan

Sebagaimana Telah Diubah dengan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang

| Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pregiden MNomor 25 Tabun
‘ 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil

| 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

—a




| Sarana dan prasarana dan | fasilitas

| 5. Peraturan Walikota Bima Nomor 13|
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

‘Komputer, Printer, alat tulis kantor, kursi
tunggu dan buku agenda

Kompetensi Pelaksana

1. Berpenampilan menarik (senyum, sapa,
sopan dan santun

2, Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4. Menguasai dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

' Pengawasan Intermnal

1. Kasi mengoreksi dan menceliti berkas
administrasi serta membubuhkan paraf

2. Camat Mpunda memberikan
persetujuan setalah dokumen dianggap
benar

Jumlah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. BOP pelayanan Kecamatan Mpunda

Evaluasi i-fmmja Pelaksana

Jaminan Keamanan dan kegelamatan
alau pelayanan

1. Petugas Pelayanan Informasi
2. Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi
3. Sarana parkir

1, Evaluasi dalam rapat
2. Survei Kepuasan Masyarakat




11. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PIN DAH

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan
|Service Delivery) .

No | Kemponen Uraian
1 |
1. | Persyaratan Pelayanan 1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Folo copy KTP
3. Foto Copy KK
<. | Sistem Mekanisme dan Prosedur . 1. Pemohon datang ke Kecamatan |

dengan membawa persyaratan:

2, Petugas menerima dan memeriksa
berkas pemohon; |

3. Jika berkas pemohon memenuhi

I persyaratan, maka diproses
Legalisasi, jilka berkas tidak
memenuhi persyaratan maka berkas _
dikembalikan oleh petugas unmk
dilengkapi {untuk urusan yang
sifatnya urgent bisa segera diproses
dan berkas yang kurang biss |
menyusul dilengkapi.

4. Surat Keterangan Pindah yang ‘
sudah dilegalisasi di sampaikan
kepada pemchon.

|
Jangka walktu pelayanan 30 Menit o

Biaya /tarif Gratis/tidak dipungut biava j

5. Prﬂdllk?ﬂﬂl}'a_nﬂn Pelayanan Surat Keterangan Pindah

. | Penanganan pengaduan saran dan 1. Media Pengaduan Langsung yair

I masukan petugas dan kotak saran /pengaduan
2. Media pengaduan tidak langsung yaity
, pengaduan melalui facebook maupun

| website kecamatan

B. Komponen standar pelayanan Yang terkait dengan proses pengelolaan pelavanan
acturing] meliputi i e
E 1 m;f:;f. Huﬂ = 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun znjﬁg
' tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
| 2, Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahup
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomer 23 Tahun 2006 tentang
I Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
. 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
t Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil |




2

:Hn_.

' arann dan prasarana dan (fasilitas

Kompetensi Pelaksana

Penguﬁsan Internal

4 ”l"ll'faﬂg Undang Namnr 25 Tahun 200
tentang Prlayanan Publik

5 Peraturan Walikota Bima Nemear 1.1
Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Lhnas
di Lingkungan Pemerintah Knta Bima

Komputer, Printer, alat tulis kantor. kurs
tunggu dan buku agenda

| Berpenampilan menank (senyum, iapa.
sopan dan santun

2. Cermat dan teliti

3. Mampu berkomunikasi dan
bekerjasama dengan baik

4. Menguasai dan memahami kebijakan
tentang pelayanan publik dan tata
laksana

1. Kasi mengorekst dan menelit: berkas
administrasi serta membubuhlan
paral

2. Camat Mpunda membenian
persetujuan setalah dokumen
dianggap benar

| Jumlah Pelaksana

Iﬂura.ng

Jaminan Pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. SOP pelayanan Recamatan Mpunda

Jaminan Keamanan dan keselamatan
atau pelayanan

|. Petugas Pelayanan Informas:
2. Ruang Pelayanan yang bersih dan rapt
3. Sarana parkar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Evaluasi dalam rapat
2. Surver Kepuasan Masyarakat

. Pembina / IVa
NIP. 19690406 1995030 2 D6
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